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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DADRAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI D NO. 10
PZRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
WOMOR 10 TAHUN 1993 ’
L TENTANG
KEDUDUXLY PROTOKOLER KETUA, WAKTL KWTUA DAN ANCGOTA DEWAN
' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEILLANG

DENGAN RAHMAT TUEIN YANG MAHA BGA -

BUPATI KTPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbanz : bahwa dalam rangke pelaksanaan Pasal 28 ayat (2)
Undang = undang Homor 5 Pahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu menetap ~

kan Peraturan Daerzh Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang tentang Kedudukan Protokoler Ketua,Wa -

kil Ketua dan Angzota Dewan Perwakilan Rakyat Da

erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;

- Hengingat ¢ l. Undang - undang Nomor 5 Tamn 1974 tentang -
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerahj

‘2. Unc’-.an{; " undang oo;;oc;o ( 2 )'
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2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentans Pembentukan Daersh
daerah Kabﬁpaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1350 tentang Penetapan m
lai berlakunya Undang - undang Womor 12 Tahun 1950;

3+ Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudu -
kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat -
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah =
pertama dencan Undang - undang Nomor 5 Tahun i975 dan kedua "~
ngan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1035; ' ~

4+ Undang -~ undang Nomor 8 Tahun 1937 tentang Protokoler;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahua 1985 tentang Pelaksanaan =
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunau dan Kedudu
‘kan Majélis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat -

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sebagaimana telah diubah de
ngan Uncang — undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang No -
mor 2 Tahun 1985;

6s Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang XKetentuan Pro
tokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormat
an ;

Te Keputusan Presiden RepublikrInﬂonesia Nomor 18 Tahun 1972 ten-
tang Jenis -~ jenis Pakaian Sipil; | ~

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Womor 2 Tahun 1988 ten =-
tang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak

B

yat yang berhenti antar waktu ;

9. Peraturan ococooouonoucoocoo( 3)0
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9. Peraturan Wenteri Dalan Nege?i Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daera.h
10, Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 9 Tahun 1992 ten‘bang'
Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua,ﬂakll Ketua dan Anggota
DPRD _ 7 .
Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat I1 Pemalang.

o ) MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ PERATUBAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II FE
MALANG TENTZHG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA,WAKIE
KETUA-DAN ANGGOTA DEVAN FERWAKILAN RAKYAT DAE -
RAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT IT PEMALANG.

" BAB I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Pemalang; ' - ’ '
— b Sekretaris Wilaysh/Dacrsh adalah Sekrotarls W:Llayah/Daerah

’I‘ln{rkat I1 Pemalansg; ‘

;. Pemerintah Daerah adzleh Pemer:.ntah Kalupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang;

d. DPRD adalah vtoo;oooobooooo (4 )o
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ds DPRD adnlah Dowan Ferwakilan Rekyat Dacrah Kabupaton Dacrah
Tingkat II Penalang
e Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil = wakil Kctua DPRD ;
fo Pimpinan Scmentara DPRD adalab Pimpinan sementara Musyawa -~
rah — musyswarah DPRD scbelum Pimpinsn DPRD terpilih,diam -
bil sumpoh/janji dan dilantik ; ’ |
g+ Kodudukan Protokoler adalah hak yong diberikan kepada sesco
rang atou lambang untuk mondnpatkan ponghormatan dan perlo
kuan, tata tempat dalam dcara Kenegaraan, Acara Roami atau
Pertomiian Resmi .
he Protoknler adalah scrangkaian aturan dalam Acara Kencgaraan
atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, =
Tata Upacara dan Tata Ponghormatan schubungan dengan penge
hormatan kepada scscorang scsuai dengan jobatan atau kedudu
kannya dalom Hegara, Pumerintah dan masyarakat ;
ie Acara Kencgoraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang
diatur dan dilaksanskan scoara terpusat, serta dihadiri —
olech Preosiden da:x/ atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara
dan Undongon lainnya dalam mcelaksanakan acara tertcatu
Je Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan olch Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara
dalam meclaksanakan tugas dan fungsi tertontu dan ’dihadiri -
olch Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerinteh ecrta Undang
an lainnyo;

ke Pcjabat coo-..obcocooq.( 5 )o
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ke Pojabat Negara adalah Pejobat scbagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun 1974 tontang Pekok — pokok Kepegawaian dan
Peraturan Perundang - undangan lainnya

1s Pcjabat Pomerihtah adalah Pcjabat yang menduduki jabatan tertoen-
tu dalam Organisasi Pemerintah ;

me Tokoh Masyarakat adalah sogcorang yang karcna kedudukan sosiale
nya mencrima kehormatan dari masyarakat dan/atam Pemerintoh ;

Konogaraan adalah Aturan meclaksanakan Upacara da -

lam Acara Kenogaraan atau Acors Resmi 3

s Tata Upacara

os Tato Tempat adaloh Aturan mehgenai urdtom tompat bagi Pejabat -~
Negara, Pc¢jabat Pemcrintah don Tok¥oh Masyarakat tertentu dalam
Acora Kencgaraan atau Acara Rosmi ;

pe Tatn Penghormatan adalah Ajuran untuk melaksangkan pemberian -
hormat bagi pejabat Negaray, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyoe

rokat tortuntu dalam Acars Kenegaraan atau Acara Rosmi.

BAB 11
ACARA RESMI
Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Kotua dan Anggota DPRD memperolch Kedudukan Pro-
tokoler dalam Acara Resmis
- (2) Acara Resmi sobagaimana dimoksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
as Acara Tingkat Pusat yang disclenggarakan di Dacrah antara -
lain ¢
1. Peringatan Hari — hari Nasional/Bersejarah j
2¢ Porcgmian Proyck Nasional 3
3, Pckan 0Olah Roga Nasional 3

4o Peringatan seeesees ( 6 )o
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4e Poringatan Hari Ulang Tohun Organisasi Sosial Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan |
5e Sceminar — seminar / Rapat Kerjae
be Acara, 'I':Lngkat Dacrah yang menghadirkan Pejabat 'Itmgka‘b -
Pusat, antara lain 3
le Poringatom Hari = hari Nastonal/Bersejarah ;
2« Penerimaan Kynjungan Kerja Prosn.dcn/Wahl Presiden /
HMeoanteri /Pcaabat Negara lainnya
3s Ponerimaan Tamw ncgra asing ; \_/
4e Pclontikan dan gerah terima Jabatan Fojabat Negara
5« Porcsmian Froyck Dacrah 3
6+ Pembukaan Fekan Raya j
Te Poringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan

8+ Scminar = seminar / Rapat Kerjae

Ce Acora Tingkat Dacrah yang hanya dihadiri olch Pejabat Fe
merintah di Dacrah, antara lain ¢
Te Peringatan Hari = hari Nasional/Dersajarah ;
2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih j
3s Polantikan dan sorab teorima Jabatan Pejabat Pamerin -
tah 3

4. Porgsmian Proyck Dacrah ;

-

5« feacrimaan Tamu Pemerintah Dacrah baik dari luar maue
pun dalam Negeri ; ‘ ‘
6+ Poringatan Hari Ulang Tohun Organisasi Sosial Politik
dan Organisasi KemasFarakatan ' '
. T« Pencrimaan/melepas Kontingan Dacrah j

8e Sominar — scminar / Rapat Kerja ‘
/ Jae BAB III .u. (7).
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BAB IIT

PTANA TEHUPAT
Pasadl 3

Tata Tempat ditentule: deigon urutan sebagai berikut @
o Dupati Kepala Doorch, Ketua DFPRDe
be Sckretaria Wilaych / Dacrah, Wakil Kebua DPRD, Angsots DPRD

B A3 Iv
P4ATA UFACARA

Tosal 4

(1) Upacara dalam Acarc Nonegaroon dan Avara Resmi dapat boru
pa Upacara BDenderp aiau bukan Upacara Benderas )

(2) Untuk koseragaman, iclancaran, ketertiban dan kehidmabore-
jalannya upacara dalam acara Kenemaraan dan Acara Resmi,
disclenggarakan Toto Upncara berdasarkan Pedoman Umum Toe
ta Upacara dan Pelolmcorann Upacarae

S A D v
TALA PELCHIORKATAN
Pozscl 5

*

o (1) Delom dcare Keneperaan atau Acara Resmi, Ketun dakil-ln —
kil Ketua dan Ancrptoe DPRD mendapat penchormatan scsuai -
dengan penghoraztan 7Targ diberikan kepada Fejnbat flegara.

(2) penghormatan aeses (8 ).
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(2) Penghormaton scbagaimana dimaksud syot (1) Pasal ini sclain
berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bone
dera changsdam, Lagu Kcbangsaan dan Penghormaton Jonazoh -
apabila meningggl dunia serta pemberian bantuan sarana yang
diporlukan untuk mclaksanakan acarae o

BaB VI
RAPAT DPRD

Pasal 6 ~—

Jonis Ropat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata tompat adoe
lah scbagai berikut 9 ' ‘
ae Rapat Paripurna ;

be Rapat Paripurna Istimowa ;

os Rapat Paripurna Khugus ;
Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Ropat DPRD scbagaimana dimaksud

Fasal 6 Poraturan Dacrah imi adelsh ¢

ae Ketun DPRD didampingi pleh Wakil = wakil Ketua DPRD ;

be Bupati Kepala Dacrah ditempatkan scjajar dan discbelab kg
nan Xetua DPRD ;

ces Anggota DFRD, menduduki tempa’t yang telah discdiakan khuf- )
sug untuk anggota ; -

de Sckretaris DPRD, Peninjau don Undangan diatur sceuail de -

ngan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8 -oo-‘-‘nouqoooo ( 9 )l
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Pagal . 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan

Acara Fongombilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Dac -

rah, 1a1ah s

Qe Kctua DPRD discbeloh kiri Fejabat yang akan mengombil Sum
poh / janji dan melantik ;

be Wakil = wakil Kctua DPRD duduk discbelah kiri Ketwa DFRDj

Ce Anggota DPRD menduduki tempat yang telah dlsedm.kan khusug
untuk Anggota ; , e

de Bupati _ Kepala Dacroh yang lama duduk discbelah kanan Pej‘g
bat yang akan mengombil sumpah / janji dan melantik

ce Calon Bupati Kopala Dacrah yang akan dilantik duduk disce
belah kiri Wakil -~ wakil Ketua DPRD ; .

fe Sckretaris DPRD, Peninjou dan Undangon diatur scesual de -
ngan kondisi Ruang Rapat

ge Mantan Bupati Kecpala Dacrah sctelah pola.ntlkan duduk disec

 belah kiri Wakil - waldl Ketua DPRD

he Bupatl Kepala Dacrab vmng 'baru dllantlk duduk dlsebolal; -
kanon Fejabat yang mengombil sumpah/janji dan.melantike

Fasal 9
— Pcngatm‘an Tatn Tempat dalam Ra.pat Perlpm‘na Istlmowa deongan
_ Acara rong'ambllan Sumpoh/janji dan Felantikan Ketua don Wokil
wakil Ketun DFRD hasil Temilihan Umum ialah |
asTimpinan lama DPRD duduk discbelah kiri BupatiﬂK’cpé‘.la Dac~
rah ; S

v o,

be Ketua Fongadilan coootooo(lO)o
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Ketun Pengadilan Negeri duduk discbelah kiri Pimpinan lama

DPRD ;

Ahggota DPRD yang lamn maupun calon Anggota DPRD yang nkan

diambil sumpah/janji menduduki tempat yaing tclah disedia ~

kan khugus untuk Anggota ;

Sckretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangon diatur sosuai do-

ngan kondisi Ruangan Rapat ; ,

Sctelah cara Pongambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil-

Pomilihar Umum sclesai dilaksanakan, Pimpinan Scmentara -

DFRD duduk discboloh kiri Bupati Kepala Daerah, Mantan Pim

pinan lama DPRD duduk di kurei yang telah discdiakans
 Pasal 10

Pengaturan Tata Tompat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan
dcara Pengambilan Sumpoh/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wokil
wakil Ketun DFRD hasil pemilihan umum inloh ¢

Qe

bDe

Ce

Pimpinon Scmontara DPRD duduk discbelah kiri Bupati Kepala
Dacrah .

Ketun Pengadilan Negeri duduk discbeloh kiri Pimpinan Sc -
mentara DPRD : ' ' ‘ ‘
Sctclah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk discboe
lah kiri Bupati Kepala Dacrah, Wakil — wakil Ketua DPRD du
duk discbelah kiri Ketua DPRD dan Mamban Pimpinan Scmonbor
ra DPRD duduk di kursi dnggota DPRD.

BAB VII esscesesss ( 11 )4
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BAB VII
TATAPAX LTI LN

Pasal 11

Dalam doors Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Pim
pinan DPRD, Bupati Kepala Dacrah mengenakan Pakaian Dinas
Upaocara Besar ( PDUB ). ‘

(1)

(2)

(3)

Pnsal 12

Dalam mclaksanakan tugns schari — hari dan menghadiri
Rapat Paripurna, Fimpinan DPRD dan 4nggota DPRD monge
nakan Pokaion Sipil Harian ( PSH ) 3 |

Dalam hal menghadiri Ropat Paripurna Penandatangonan
Pcraturan Dacrah, Ponctapan APBD, Rapat Paripurna Is-
timowg dé.n Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DFRD dan -
4nggota DFRD mengonskan Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) ;
Dalam Hal menghadiri Pongambilan Sumpah / Janji anggo
ta DFRD dan menghoadiri Polantikan Bupati Kepala Dac -
rah, Pimpinan DPRD dan Anggota DFRD mengcnakan Fakal-
an Sipil Lengkap ( PSL )e

B4 B VIII
TLATL URUTLN KENDARALN

Pasal 13

Pongaturan Nomor Kendaraan Ketua DFRD adalah sctelah No -
mor urut Kendaraan Bupati Kepala Dacrahe V

BLB IX Ssecsrnessrens ( 12 )'
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BAB IX :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peré&uran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun -
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatamnya dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

) Pemalang, 4 Juni 1993. —
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG PEMALANG
KETU a,
Cap. ‘ - Cap.
ttd. ttd.
Drs.H. L A SWADTI ~© Drs. SOEWARTONO,

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur: Kepala
Daerah Tingkat I

Jawa Tengah A
Tanggal 31 Juli 1993 No,188.3 / 360 / 1993

An. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Kepala Biro Hulum

Cap. ttd,
PRATJOJO, 3H

Pembina
NIF. 500 O34 395
Ka Bag Dokumentasi Hukum

diundangkan ooonc.oooo( 13)0
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DIUNDANGEKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NO. : 14 TANGGAL 28 AGUSTUS 93
SERI : D NO. 10

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT IT PEMALANG
Yang Menjalankan Tugas
Cap.
ttd. ‘
A. NG A DI,BA
Pembina
Nip. 010 Okl 765
Ketua Bappeda.




